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I. LATAR BELAKANG
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Dalam pelaksanannya, pengelolaan keuangan Daerah dimaksud dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, dalam melaksanakan kekuasannya dapat melimpahkan sebagian atauseluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, serta pengawasan keuangan Daerah kepada pejabat Perangkat Daerah.

Selain itu, dalam rangka efektifitas dan efisiensi pencapaian sasaran program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai amanat Pasal 16 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sehingga proses pengelolaan keuangan di organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten/kota yang tertib, transparan dan akuntabel dapat tercapai
II. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
1. Maksud
Maksud dari Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah adalah untuk mewujudkan Proses Penyusunan APBD dan Pelaksanaan yang tertib, transparan dan akuntabel.

2. Tujuan

a. Meningkatnya tertib administrasi dalam Penyusunan APBD;
b. Meningkatnya kualitas APBD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

c. Tercapainya efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan APBD Provinsi Jawa Tengah.

d. Memantapkan fasilitasi perumusan kebijakan dan strategi penyusunan APBD dalam mewujudkan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah
3. Sasaran
Sasaran kegiatan ini adalah untuk mewujudkan proses pengelolaan keuangan di organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Jawa Tengah yang tertib, transparan dan akuntabel
III. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah adalah
1. Verifikasi Rencana Kerja Operasional (RKO) Bantuan Keuangan Kab/Kota APBD Tahun Anggaran 2019.

2. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.
3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi Jawa Tengah.

4. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan) Tahun Anggaran 2018.

5. Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

6. Verifikasi Rencana Kerja Operasional (RKO) Bantuan Keuangan Kab/Kota Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019
7. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019.
8. Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
IV. KELUARAN
1. Terverifikasinya Rencana Kerja Operasional (RKO) Bantuan Keuangan Kab/Kota APBD Tahun Anggaran 2019.

2. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan) Tahun Anggaran 2019.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

4. Terverifikasinya Rencana Kerja Operasional (RKO) Bantuan Keuangan Kab/Kota Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
5. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019.

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

V. RENCANA ANGGARAN BELANJA
Rencana Anggaran Belanja Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.7.021.054.000,- (Delapan milyar enam ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian terlampir.
VI. JADWAL PELAKSANAAN
Jadwal pelaksanaan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :
1. Verifikasi Rencana Kerja Operasional (RKO) Bantuan Keuangan Kab/Kota APBD Tahun Anggaran 2019 melalui :
a. Konsinyering Verifikasi  RKO kabupaten/Kota APBD murni eks. Bakorwil I pada minggu ke 4 bulan Februari.

b. Konsinyering Verifikasi  RKO kabupaten/Kota APBD murni eks. Bakorwil II pada minggu ke 1 bulan Maret.

c. Konsinyering Verifikasi  RKO kabupaten/Kota APBD murni eks. Bakorwil III pada minggu ke 2 bulan Maret.
2. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan) Tahun Anggaran 2018 melalui :
a. Penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah pada Minggu I bulan Agustus;
b. Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan pada minggu II bulan Agustus;
3. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 pada minggu ke 2 bulan juli
4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi Jawa Tengah Triwulan I s.d IV.

5. Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 melalui:
a. Penerbitan Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD serta Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD;

b. Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada DPRD pada minggu II bulan September

c. Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah pada minggu ke 4 bulan September.

d. Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan  Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi pada 3 hari kerja setelah persetujuan bersama.

e. Penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentangPerubahan APBD Paling lambat 7hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi) dari Menteri Dalam Negeri.
f. Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri pada 3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan.
g. Penetapan Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi.
h. Penyampaian Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri.
6. Verifikasi Rencana Kerja Operasional (RKO) Bantuan Keuangan Kab/Kota Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 melalui :
a. Konsinyering Verifikasi  RKO Kabupaten/Kota APBD murni eks. Bakorwil I;

b. Konsinyering Verifikasi  RKO Kabupaten/Kota APBD murni eks. Bakorwil II;

c. Konsinyering Verifikasi  RKO Kabupaten/Kota APBD murni eks. Bakorwil III;

7. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 melalui :
a. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah pada Minggu I bulan Juni;
b. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD pada pertengahan bulan juni;
c. Kesepakatan Bersama antara kepala daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS pada akhir bulan juli
8. Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 melalui:
a. Penerbitan Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD pada minggu ke 1 bulan Agustus;
b. Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Perda tentang APBD pada Awal bulan Agustus sampai dengan akhir bulan September.
a. Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD pada minggu I bulan Oktober
b. Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah pada minggu ke 4 bulan November.

c. Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD dan  Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi pada 3 hari kerja setelah persetujuan bersama.

d. Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi) dari Menteri Dalam Negeri.
e. Penyampaian keputusan DPRDtentang penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri pada 3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan.
f. Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi.
g. Penyampaian Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri.
VII. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah ini disusun, dengan harapan program dan kegiatan akan terlaksana dengan baik.
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